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Abstract: This paper aims to address Financial 4ids for Village Prosperity (BKPG) was engaged by Aceh
Government. How this program implicates lo peacebuilding, peacekeeping and new conflicipreventing
post vertical conflict "Aceh~Jakarata”. The financial aids were used more physical development (public
infrastructure and health faciality) such as roads, irrigation, sanitation and village poly clinic (Polindes).
The impact of BKPG to commmily welfare is difficull to measure accurately, bul generally it has given many
benefits to society, such as access to new jobs vacancy, have physical development that cause them easy and
cheap to do economic activities. The development activities of BKPG has increased earnings, prosperity
and welfare of the village communily in Muara Baiu eventhougt not maxmimum. Based on this really, BEPG
can be perceived has contributed to peacekeeping and conflict preventing, because peace made communily
better in economic and politic. Beside that no internal conflict was found while project conducted
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Secara umum kesejahteraan diidentikkan dengan
kemampuan ekonomi, yang merupakan manifestasi
keberdayaaan ckonomi setiap individu, kelompok dan
bangsa tanpa ketergantungan kepada pihak lain
secara eksploitatif dan keterperpaksaan, adalah cita-
cita idealnya guna dapat menjalani kehidupannya
penuh kesejahteraan dan kedamaian. Untuk mereali-
sasikan cita-cita tersebut dan amanah Mol Helsmki
mengabadikan perdamaian di Aceh, Pemerintah Acch
telah merancangkan satu program pemberdayaan
masyarakat, yang dikenal dengan Bantuan Kevuangan
Peumakmu Gampong (Memakmurkan Desa).
Program ini merupakan salah satu strategi baru
Pemerintah Aceh dalam upaya memakmurkan
masyarakatnya melalui tingkat yang paling bawah.
Hal ini juga merupakan implementasi paradigma
pembangunan buttom up, yang diyakini oleh banyak
pakar dapat mewujudkan pembangunan yang

Alamat Korespondensi:

Suadi, Fakultas lImu Sosial dan Hmu Politik Universitas
Malitussaleh Lhokseumawe NAD E-mail: suadisostroa yvahoo.
camt

berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan yang
dilaksanakan secara fop down telah mengusik
integritas Acch dalam Negara Kesatuan Negara
Republik Indonesia (NKRI) dan menimbulkan lahimya
gerakan separatis (Jusmailiani, 2001: 47), schingga
terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Acch
dan Pemerintah Pusat Indonesia. Acch terkesan
sepertl daerah jajahan Indonesia, masyarakatnya
diperangi dan sumber daya alamnya dickploitasi.

Konflik vertikal “Acch, GAM vs Jakarta, RI”
telah berakrr melalui Perdamaian MoU Helsinki pada
15 Agustus 2005, Perdamaian ini sudah memasuki
usia lima tahun tiga bulan. MoU Helsinki telah
mengantarkan Aceh ke depan pintu gerbang kemer-
dekaannya dalam NKRI, yaitu kemerdekaan imajiner
atau dmagained State dengan status Dacrah Otono-
mi Khusus versi RI, dan Self Government verst GAM
vang secara ckspilisit tidak pernah disebutkan dalam
Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor
11 tahun 2006.

Namun demikian Pemerintah Acch telah mem-
punyai kewenangan untuk menyelenggarakan peme-
rintahannya secara otonom agar dapat mewujudkan
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